
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Pembangunan dan Keuangan Daerah maka 

Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar perlu 

ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun 

Standar; 

dan Perencanaan Nomenklatur Kodefikasi 

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah 

dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 

yang baik diperlukan Bagan Akun Standar; 

b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, 

penyusunan memudahkan untuk bahwa a. 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BAGAN AKUN STANDAR 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 92 TAI-IUN 2021 

BUPATIJEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5156); 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas 
hasilnya. 

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang 

selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR Menetapkan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 
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belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

7. Sistim Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistimatik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sarnpai dengan 

pelaporan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah. 

8. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan 

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-rnasing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan 

ekuitas pada tanggal tertentu. 
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan 
dalam pendapatan-LO, be ban dan surplus/ defisi t operasional 

dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 

dengan periode se belumnya. 

12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan 

ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi 

dan ekuitas akhir. 

13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan 

informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, 

SiLPA/ SiKPA, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir. 
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14. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan 

yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas selama satu periode, serta saldo 

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

15. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK 

adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPR, Neraca dan LAK dalam 

rangka pengungkapan yang mamadai. 

16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang. 

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Bendahara Umum 

Dae rah. 

18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 

untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas 

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

20. Pendapatan-LltA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah 

Daerah. 

21. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 
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22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui se bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenan. 

23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai 

kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 

aset atau timbulnya kewajiban. 

24. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

25. Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi dan/ a tau sosial di masa de pan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

26. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya 

ekonomi Pemerintah Daerah. 

27. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. 

28. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu 

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk 

dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

29. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 

daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang 

disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 
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Pasal 3 

( 1) BAS dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam 

proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan 

akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 

(2) Penyusunan BAS digunakan dalam tahapan penganggaran, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 

dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan 

sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan ditinjau 

berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan 

keuangan yakni: 

a. Neraca, dengan klasifikasi dan kodefikasi meliputi: 
1. Aset dengan kode 1; 

2. Kewajiban dengan kode 2; 

3. Ekuitas dengan kode 3. 

b. LRA, dengan klasifikasi dan kodefikasi meliputi: 
1. Pendapatan dengan kode 4; 

2. Belanja dengan kode 5; 

3. Pembiayaan dengan kode 6; 

c. Laporan Operasional (LO), dengan klasifikasi dan kodefikasi 

meliputi 

1. Pendapatan-LO dengan kode 7; 

2. Beban dengan kode 8. 

(3) Berdasarkan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan analisis 

artikulasi Neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi 

keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder ditinjau 

berdasarkan sumber informasi/ transaksi penyusun laporan 

BAB II 

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) 

Pasal 2 

BAS merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas 

Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan 

kodefikasi akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada 

buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada 

neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 92 

EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DA, RAH KABUPATEN JEPARA, 

2021 

PARA, 

Diundangkan di Jepara 
padatanggal 31 Desember 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 31 Desember 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Jepara. 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara 

Nomor 52 Tahun 2019 ten tang Bagan Akun Standar (Berita Daerah 

Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh 

periyajian dalam Neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK 

diungkapkan dalam CaLK. 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Digunakan uruuk mencatat sclisih kurang atn - pcnyclcsaian uinng kepada lcrnbaga kcuangan 
bank·BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicataL scbagaimann diatur dcngan 
pcraturan kepala daerah mengenai kcbijakan akuntansi, 

8 5 02 02 03 Deflsit Pcnyelcsaian Utang kcpada LKB-BUMD-Jangka Mencngah-LO 
8 5 02 02 03 0001 DcfisiL Penyclcsninn Utnng kepada J.KB·BUMD-Jnngkn Mencngah-LO 

Digunakan untuk mcncatat sclixih kurang mas penyelesaian utang kepad a lcmbaga kcuangan 
bank-BUMD-jangka mcnengnh yang saat pengakuannya dicarat scbagairnana diatur dcngnn 
peraturan kepala dacrah mengcnai kcbijakan akuntansi. 

8 5 02 02 04 Dcfisil Pcnyele saian Utang kcpacln I.KB-OUMD-Jnngka Panjang-LO 
8 5 02 oz 04 0001 Defiait Penyclcsaian Utnng kcpndn J.Kll-llUMD-Jnngka Panjang-LO 

Digunakan uruuk mcncatai sclisih kurnng atas penyelesaian utang kcpada lcmbaga kcuangnn 
bank-BUMD-jangka panjang yang Sflfll pcngakuannya dicntat sebagaimann diatur dcngan 
peraturan kepala clncrnh mcngenai kehija kan akuntansi. 

8 5 02 02 05 Deflsit Pcnyelesaian Utang kepadn LKB-Swasta·Jangka Mencngnh·LO 
8 5 02 02 05 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO 

Digunakan untuk mcncatat sclisih kurang atas pcnyclcsaian utang kcpada lcrnbaga kcuangan 
bank-swasta-jangka mencngnh yang saat pcngnkunnnya dicamt scbagairnnna diat ur dcngnn 
peraturan kepala dncrah mcngcnni kchijnknn akuntnnst, 

8 5 02 02 06 Dcfisit Penyelcsaian Utang kcpada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO 
8 5 02 02 06 0001 Dcfisit Penyelesaian Utang kepada LKO-Swasta-Jangka Panjang-LO 

Digunakan untuk mcncatat sclisih kurang mas penyclesaian utang kepada lcmbnga kcuangan 
bank-swasta-jangka panjang ynng saru pcngakuannya dicatni scbagaimann dia tur dcngan 
pcrnturan kepala clacrah rncngcnui kchijakan nkuntansi. 

8 5 02 03 Defisit Penyelesaian Utnng keparla l.crnbaga Kcuangan Bukan Bank (LKBB)·LO 
Digunnkan unt uk mcncaiat Dr-fisii pr-nvr-lcsaian utang kepada LKBB-BUMN-jnngkn mcnengah-LO. 
dcfisit pcnyclcsainn utnng kr-padn I.KAA-BUMN-jnngka panjn ng-Lf), dcflsn penvr lesn ia n utang 
kcpncla LKBB-BUMD-jangka m,·m·11gflh·LO, ckfisit pcnvctcsaian utnng kepada J.Kllll-BU\ID-1angka 
panjang-LO, defisit pcnyelcsman uumg kcpada LKBB-swas111-jangkn mcncngn h-1.0, dan drfisu 
pcnyelcsaian ut ang kcpnda Ll(ll8-swnstn-jnngkn panjnng-LO. 

8 5 02 03 01 Dcfisit Penyclcsn inn Utang krpacla Lcmbaga Kcunngnn Buknn Bnnk (LKB13)-13U MN ·,fa ngka 
Mcncngah-LO 

8 5 02 03 01 0001 Defisit Pcnyelcsainn Utang kcpada Lcmbaga Kcuangan Buknn Bank (LKOO)·OU~IN-Jangkn 
Mcncngah-LO 
Digunnkan uruuk mcncaiat sclisih kurang nias pcnyclcsa ian utnng kcparla lc:mhaga kcuungnn 
bukan bank-BUMN-jangka mcncngah utang yang sanl pcngakunnnya dicatnt srhngnimana cliatur 
dengan peraturan kepala claerah nwngcnai kehijaknn akuntansi. 

8 5 02 03 02 Dcfisit Pcnyclcsainn Utang krpacln l..cmbagn Kcuangan Buknn Bank (LKl313)-BUMN-Jangka 
Panjnng-1.0 

8 5 02 03 02 0001 Dcfisil Pcnyclcsainn Utang kr·pncln Lcmlmga Kcuangan Bukan Bank (LKHIJ)-BUMN-J:1ngka 
Pnnjang-LO 
Digunnkan untuk mcncnt:it selisih kurang Atas pcnyclcsaian utang kcpada lc·mlrngn kcuangAn 
bank-BUMN-jnngka J)Rnjrtng .\'Ang snnt pcngnkuannya diCfllAI scb;:igaimnnn dintur dcn~nn 
pcrnluran kcpnln clacrah 11wngc·nn1 kc·hijakan nkunu111si. 

8 5 02 03 03 Dcfisit Penyclcsaian Utang kcpacln Lcmbaga Kcunngan Buk11n Bank (LKBIJ)-BUMD·,Jangka 
Mencngah-LO 

8 5 02 03 o:i 0001 DefisiL Pcnyclcsninn Utnng kcpncla Lemlrngfl l<cuangan Bukan Bank (l.l<BB)·BUMD-,lnngka 
Mcncngah-LO 
Digunakan untuk mcncatat sclisih kurang atas pcnyclcsaian utang kepada lcmbaga kcuangan 
bukan bank-BUMD·jangka mencngah yang saat pengakuannya dicataL scbagaimann dinlltr dcngan 
pcraturan kepala dacrah mengcnai kcbijakan akuntansi. 

8 5 02 03 04 DcfisiL Penyclcsnian Utang kcpndn Lcmbaga Kcuangan Bukan Bank (l,KBB)·BUMD-J11ngka 
Panjang-LO 

8 5 02 03 04 0001 Defisit Penyclesaian Utang kc pad a Lcmbaga Kcuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangkn 
Panjang-LO 
Digunakan untuk mcncatat sclisih kurang mas pcnyclesaian urnng kepada lcmbngn keuangan 
buknn bank-BUMD-jnngka panjang yang snal pengak<'<tnnya clicatAl scbagaimann dintur dcngan 
pcrnturan kepala dncrnh mengcn11i kchijnkan akuntans1. 

8 5 02 03 05 Dcfisi1 PcnyelcsAinn Utang kcpacla Lt,mhaga Kcunngan Buk11n Bank (LKBBJ-Swnsta-,Jnngk11 
Mcncngah-LO 

8 5 02 03 05 0001 Defisit Pcnyclcsn inn Utnng k(_'p,,dn l.<·mhngn Kcuongan Buknn Bank (LKBB)·Swns1n-Jnngkn 
Mcncngah-LO 
Digunakan untuk mcncatat sclisih kurnng atas pcnyelesaian utang kcpacla lcmbagn kcuangan 
bukan bank-swflsln·jangka mcncngnh yang snal pengakuRnnyn dicntat scbngaimnna dintur 
dcngnn pcraturan kcpnla dacrnh m<·n~cnni kcbijnknn akuntansi. 

8 5 02 03 06 Dcfisil Pcnyelcsaian Utang kcpacl11 Lcmbaga Kcuangan Bukan Bank (LKBB)·SWASta-,Jangka 
Panjang-LO 

8 5 02 03 06 0001 Dcfisit Penyelcsainn Utang kcpncln Lrmbagn Kcu11ngan Buk11n B11nk (LKB!l)·Swastn-,lll ngka 
Panjang-LO 
Digunnkan untuk mcncAtat sclisih kurnng arns pcnyclcsnian u1nng kcpnd;i lt·mhngn kcuangnn 
buknn bank-swas1a-jangka panjang yang saat pcngnkuannya clicatat scbagnimnna dia1ur clcngan 
peraturan kepala dacrnh mcngcnni kcbijnkan akuntansi. 

8 5 02 04 Dcfisit Penyelcsaian Obligasi-1.0 
8 5 02 04 01 Dcfisit Pcnyclcsninn Ohlignsi· LO 
8 5 02 04 01 0001 Defisit Penyelesaian Obligasi·LO 

Digunakan untuk mcnrnllll sc:lisih kurnng ntns pcnyclcsaian oblignsi yang sant pcngakunnn_v11 
<lirsilRl scbagaimnna dintur <kngnn pcrn111rnn kcpnln clACrAh mcngrnni kPhij;iknn :1kuntansi. 

. 74[. 


